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n                           Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(C) Halaman            : vi+86+lampiran 

(D) Kata kunci        : Harmonisasi, Peraturan Daerah Kabupaten, Perangkat Desa 

(E) Isi            : 

Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat 

untuk menjalankan kegiatan pemerintahan untuk seluruh wilayah di 

Indonesia, dan bagaimana mengenai pembagian wilayah, beserta siapa kepala 

daerah yang memimpin-pun sudah diatur atau disebutkan di dalam Undang-

undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 18. Dalam 

menjalankan pemerintahan untuk seluruh wilayah NKRI, diperlukan adanya 

suatu pemerintahan daerah yang efektif dan harmonis antara pemerintah 

daerah dengan pemerintah pusat. Efektifitas dan harmonisasi yang dimaksud 

dalam penulisan ini yaitu, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah harus sesuai dan sejalan dengan peraturan yang ada di 

atasnya, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Adapun metode yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. 

Di dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah diperlukan adanya 

komunikasi, konsultasi dan klarifikasi Raperda yang akan disahkan. 

Permasalahan utama yaitu harmonisasi antara Peraturan Daerah dengan 

Peraturan Pemerintah. Adanya suatu dis-harmonisasi antara Peraturan Daerah 

dengan Peraturan Pemerintah mengenai pengangkatan perangkat desa 

menjadi permasalahan hukum dimana terdapat dua ketentuan yang mengatur 

hal yang serupa. Apabila ada pertentangan antara Peraturan Daerah dengan 

peraturan yang lebih tinggi, mekanisme pembatalannya dapat diajukan ke 

Mahkamah Agung. 
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